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£ . TENTANG y
RENCANA mmrx PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN B
~ KABUPATEN BOALEMO
 DENGAN RAHMAT T’UHAN YANG MAHA ESA
| BUPATI BOALEMO,

: _Menimbang" : a. bahwa keadaan alam flora dan fauna sebaga1 karumaf

o Tuhan Yang Maha Esa, serta pemnggalan purbakala '

penmggalanse_]arah seni dan budaya yang dumhlq Bangsav o
- Indonesia merupakan - sumber - ’dayayl‘ dan’ modalvi‘
S pembangunan kepanmsataan untuk peningkatan :
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagalmana
~terkandung dalam Pancasxla dan_ Pembukaan Undang—ﬁ
Undang Dasar Negara Repubhk Indonema Tahun 1945 ; '
b. bahwa kebebasan melakukan | peljalanan ~dan
| memanfaatkan waktu luang dalam WuJud bermsata'/
, merupakan baglan dari hak asasi manusia; =
| c. bahwa pembangunan kepanmsataan dlperlukan untuk -
;mendorong pemerataan , kesempatan ‘berusaha dan’
memperoleh manfaat serta mampu menghadap1 tantangan i
D perubahan kehldupan lokal, nasmnal dan global
_ d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. dlmaksud, 7
~ dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mex_nberntuk'
 Peraturan Daerah tcntang Rencana Induk Pembangunan

" Kepariwisataan Kabupaten Boalemo.




| 'Méﬁgmgat - 1 Pasal 18 ayat ©) Undang—Undang Dasar ‘Negara Republik
(e - IndonemaTahun 1945; '
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999  tentang
. Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
- Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor
3899)sebagaimana telah diubah dengan. Undang—Undang
Nomor 10 Tahun 2000perubahan atas Undang-Undang
“Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
‘Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 77, Tambahan Lembarén Negara Republik Indonesia
" Nomor 3965); ‘ ,
3. 'Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
KepanWlsataan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
~ Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran ‘Negara
e Republik Indonesia Nomor 4966); |
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan S
. Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014 Nomor -
s 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor =
'5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentangf‘
Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara - Repubhk Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
‘Indonesia Nomor 5679); i
5. Peraturan Pemenntah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepanmsataan Nasmnal
Tahun 20 10- 2025 (Lembaran Negara Repubhk Indone51a
Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5262); ey G
6. Peraturan Daerah Prov1ns1 Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014

tentang Rencana Induk Pembangunan Panw1sata Daerah'i’
 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 20 14 Nomor 2,
- Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25 4
~‘7; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 -
' tentang Rencana Tata Ruang Wllayah Tahun 2011 - 2031 |
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 283),‘ '

o




8 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 20 14‘ :

e ,tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten

Boalemo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 295); : 7 |

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 ‘ :
L tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahunf; o
2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten -

| v 'Boalemo Nomor 302); 4
'10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 20 17 -

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah -

S (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017- 2022 (Lembaran o
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
; Dan ,
 BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKANV .

0 -Menetaplmn . PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
s PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOALEMO.

| BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

S : Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

. {f,l.‘,Wlsata adalah keglatan pexjalanan yang ‘dilakukan oleh seseorang atau
i }’sekelompok orang dengan mengun_]ungl tempat tertentu untuk tujuan- :

o rekrea31, pengembangan “pribadi, atau mempelajan keunil daya S

S ? ‘wisata yang dlkunjungl dalam Jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.




. ’Keparmnsataan adalah keseluruhan keglatan yang terkalt dengan Pariwisata
' dan bersifat multldlmen51 serta multldlslphn yang muncul sebagai wujud

- kebutuhan setiap orang dan negara serta ‘interaksi antara Wisatawan dan |

masyarakat setempat sesama Wisataw. an, Pemermtah Pemenntah Daerah,

dan Pengusaha.

Pariwisata berbasxs budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata adalah
berbagal macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, Pemerintah, dan

Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia

sebagai makhluk budaya, ba1k yang bersﬂat berwujud (tanglble) maupun

 tidak berwujud (intangible).

Rencana Induk Pembangunaan Kepanmsataan Kabupaten Boalemo yang

7'selan3utnya disebut RIPPARDA Kabupaten adalah dokumen perencanaan

B pembangunan Kepanmsataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun

: terhitung sejak tahun 2018 sampa1 dengan tahun 2033.
. Daerah tujuan Panwxsata yang selanJutnya disebut Destinasi Pariwisata

o adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau 1eb1h wﬂayah

o admm1strat1f yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, - ‘
ffasmtas panWlsata aksesmlhtas, serta masyarakat yang sahng terkalt dan

: gmelengkapl terwujudnya Kepanmsataan

. ;Perwﬂayahan Pembangunan Kepanmsataan Daerah adalah hasﬂ pewﬂayahan ,

E ;:pembangunan KepanWlsataan yang dlwujudkan dalam bentuk Kawasan

, fPanmsata Daerah, kawasan. pembangunan Panw1sata Daerah, dan Kawasan

o Strategls Pariwisata Daerah.

- keterpaduan 51ste1mk antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala, -
Kawasan Pembangunan Parmrlsata Daerah adalah kawasan geograﬁs di

10
o it utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Panmsata ik

. Kawasan Panvvlsata Daerah adalah Kawasan PanWlsata yang merupakan‘:,’ il

~ dalam Destinasi Pariwisata yang mem1hk1 tema tertentu, dengan komponen" ’

zdaya tank wisata, fasilitas umum, fasilitas panmsata aksesibilitas, serta:\
- | masyarakat yang saling terkait dan melengkapl terwujudnya kepanWISataan |
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi

o - yang mempunya1 pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, sepert1

. pertumbuhan ekonomi, sosml dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam i

daya dukung lingkungan hldup, serta pertahanan dan keamanan.




o1

y.‘Infrastruktur Panmsata adalah semua fasﬂltas yang memungkmkan semua

. proses dan kegiatan kepanmsataan dapat ber_]alan dengan lancar sedemikian |

i rupa sehmgga dapat memudahkan msatawan memenuhi kebutuhannya.

12

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran,

o kapa31tas, akses, dan peran masyarakat baik secara individu maupun
; kelompok dalam memajukan kualitas hldup, kemandman dan kesejahteraan

| melalul kegiatan Keparmnsataan

- 13.
: mengkomumkas1kan menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi

‘PemasaranParlwmata ‘adalah serangkalan proses untuk menciptakan,

S ‘ dengan Wlsatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh

: ’pemangku kepentmgannya

14

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait

- dalam rangka menghasﬂkan barang ~dan/atau jasa bagl pemenuhan

e kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

Kelembagaan KepanWlsataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya

& "yang dlkembangkan secara terorgamsas1 meliputi pemerintah, pemerintah

Daerah ‘swasta dan masyarakat, sumber daya manu31a regulas1 dan

'mekamsme operasmnal yang secara berkesmambungan guna menghasﬂkan o

16.

perubahan ke arah pencapalan tujuan di b1dang Kepanmsataan

staha Pariwisata adalah usaha yang menyedlakan barang dan/atau Jasa bagl, .
e ipemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Panvnsata
L 17.T

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keumkan, kcmdahan,’

, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasxl o

i buatan manu31a yang men_]adl sasaran atau tujuan kun_]ungan Wlsatawan o )

‘ 18 Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya :

B disebut Fasﬂltas Kepanmsataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu

Ehngkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lmgkungan dapat- &

 beroperasi dan berfungs1 sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar

~ fisik suatu hngkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam

7; melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang

a secara khusus d1tuJukan untuk mendukung penmptaan kemudahan,

: jkenyamanan, keselamatan Wlsatawan dalam melakukan kunjungan ke -

E Destmas1 Panvnsata

: 0 19.

Akses1b1htas Pariwisata adalah semua Jems sarana dan prasarana» i

: ;'transportam yang mendukung pergerakan Wlsatawan dari Wllayah asal

. Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah

Destinasi Pariwisata dalam kaitan 'denga,n motivasi kunjungan Wisata.




: 20

Standarlsa81 Kepanmsataan adalah proses merumuskan, menetapkan,

i ‘vmenerapkan dan merevisi standar, yang dxlaksanakan secara tertib dan

‘ bekerjasama dengan semua plhak guna menjamm kuahtas dan kredlblhtas

- 21.

usaha di bidang Kepariwisataan.
Kompeten31 adalah seperangkat pengetahuan, keterampllan, dan perilaku

' yang harus dimiliki, dihayati, dan d1kuasa1 oleh peker_]a Pariwisata untuk

> mengembangkan profesmnahtas kerja.

22

Sertifikasi adalah proses pembenan sertlﬁkat kepada usaha dan pekerja

: f,Panvcnsata untuk mendukung pemngkatan mutu daya tarik Pariwisata,

. 'a.

b
d

e

o a0 cr",

~ pelayanan dan pengelolaan Kepanmsataan

23, |
24,
S »ypenyelenggara Pemerintahan Daerah.
.. 25.

Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

Pemermtah ‘Daerah adalah Bupatl ‘dan. Perangkat Daerah sebagai unsur

Pemerlntah Kabupaten adalah Pemermtah Kabupaten Boalemo

Pasal2

i Ruang Lingkup RIPPARDA Kabupaten meliputi:

Pembangunan Destinasi Pariwisata;

. Pembangunan Pemasaran Parmnsata
Pembangunan Industri Pariwisata; dan

‘ Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

BABII
: PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

| Baglan Kesatu
" Umum
E Pasal 3 B
Pembangunan Keparimsataan Daerah dﬂaksanakan berdasarkan pada o |
o RIPPARDA Kabupaten. | |
RIPPARDAKabupaten sebagaunana dunaksud pada ayat (1) memuat
. visi;
tujuah;' T
sasaran; dan - T
arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan

: Kepanmsataan Daerah Tahun 2018 2033.




(3) VlSl pembangunan Kepanmsataan Daerah adalah terwujiidﬁya Kabupgtcn
Boalemo sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari Dunia tahun 2033

(4) M131 pembangunan Kepammsataan Daerah sebagai berikut: .

’a.

'menmgkatkandaya saing pariwisata Kabupaten Boalemo ba1k pada
: 'clngkat regional maupun tlngkat Nasmnal sehingga mampu meningkatkan
b Jumlah kunjungan. i | | |
| mengembangkandaerah tuJuan wtsatad1 Kabupaten Boalemo yang aman,
' nyaman, menarik, mudah d1capa1, berwawasan lingkungan,
 meningkatkan pendapatandaerah dan masyarakat :
- mengembangkanpemasaran panwlsata di Kabupaten Boalemo yang
v smergls, unggul, dan bertanggung jawab untuk memngkatkan kunJungan

g wisatawan nusantara dan mancanegara.

mengembangkanmdustn panwlsata di Kabupatcn Boalemo yang berdaya

| saing, kredlbel menggerakkan kermtraan usaha, dan bertanggung jawab
o fterhadap lmgkungan alam dan sos1al budaya 7
. mengembangkanorgamsaSt pemerintah, pemenntah daerah swasta dan

‘ masyarakat sumber daya manusia, regula81 dan mekanisme operasional

. ‘yang efektif ‘dan  efisien dalam rangka mendorong terquudnya “

| pembangunan kepanmsataan yang berkelan]utan

(5) Tujuan Pembangunan KepanWlsataan Daerah meliputi:

a

; memngkatkan kualitas dan kuantltas destma31 parmnsata di Kabupaten T

Boalemo yang mampu menank dan memngkatkan arus kun_]ungan

- wisatawan mancanegara dan Wlsatawan nusantara, merungkatkan ,
Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto, dan 7
- pendapatan masyarakat, dengan ' ,tctap mcmehhara : kelestarlan S
. mengkomumkasﬂ(andestmam panw1sata di Kabupaten Boalemo dengan :
menggunakan media komun1ka31 pemasaran secara efektif dan eﬁsmn“
untuk memngkatkan apres1a31 dan menarik kunjungan dan kunJunganf‘ 0
~ ulang wisatawan Nusantara dan w1satawan mancanegara. |

" mewujudkan industri pariwisata di Kabupaten Boalemo yang mampu:' :

L menggerakkan perekonomian daerahmelalm pemngkatan investasi d1

i bldang panmsata ker_]asama antarusaha pan\msata mempcrluas

lapangan kerja, dan melaksanakan upaya—upaya untuk mendukung'

o ~ pelestarian lmgkungan dan pemberdayaan masyarakat




e mengembangkan lembaga kepanmsataan dan 31stem tata kelola yang y
‘mampu menymerglkan ~ pembangunan mdustn . pariwisata,
destma31par1w15ata dan pemasaran panmsata secara profeswnal efektlf c

"dan efisien.

(6) Sasaran Pembangunan Kepanvvlsataan Daerah meliputi:

”zﬁa.

: ter01ptanya peningkatan kuahtas dan kuantitas destmam panvvlsata d1‘

Kabupaten Boalemo yang mampu menank dan menmgkatkan arus Lin
kunjungan | w13atawan mancanegara dan wisatawan nusantara,
' memngkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestlk Reglonal

Bruto dan pendapatan masyarakat dengan tetap memehhara kelestanan’, -

lingkungan. ~ ~
. terkomumkasﬂcannya destinasi panmsata di Kabupaten Boalemo dengan’ ~
menggunakan media komumka31 pemasaran secara efektif dan efisien R
,untuk memngkatkan citradestinasi pariwisata KabupatenBoalemo o
'sehlngga mampu menmgkatkan apresmm dan menank kunjungan dan 3
‘Hkun_]ungan ulang msatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara et
‘ terquudnya industri pariwisata di Kabupaten Boalemo yang mampu :
'V‘menggerakkanperekonorman daerah melalui penmgkatan mvestas1 d1 &
~’b1dang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas "
lapangan kexja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung
o : pelestanan lmgkungan dan pemberdayaan masyarakat. ' |

terciptanya pengembangan lembaga keparmnsataan dan sistem tata kelola s

_yang mampu mensmerglkan pembangunan industri panmsata destmam :

o panmsata dan pemasaran panmsata secara profesmnal efektlf dan .

efisien.

(7) Pelaksanaan RIPPARDAKabupaten ~ sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)  g :
- diselenggarakan secara terpadu oleh Pemermtah Daerah Kabupaten dunia

-~ (8) Pelaksanaan RIPPARDAKabupaten sebagalmana yang dimaksud pada ayat -

@

'usaha dan masyarakat

(1) dilaksanakan dalam tlga (3) tahap sebaga1 berikut:

~ a tahap], Tahun 2018-2023; ,
~ b. tahap II, Tahun 2023-2028; dan

~c. tahap I, Tahun 2028-2033. | | |
RIPPARDA Kabupaten sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan o i

 evaluasi pahng Sedlklt 1 (satu) kali dalam 5 (hma) tahun.




: , Pasal 4 :
(1) RIPPARDA Kabupaten menjadl pedoman bagl pembangunan KepanWlsataan,
Daerah ‘ ' ' '

: '  (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemenntah Daerah dan :

B »masyarakat ’harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan:

Képafiwisataan sesuai dengan kedekatan fungSL |

_ - Pasal 5 |
Rencana : Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagalmana et
| ‘dlmaksud pada Pasal 4 harus dikonsultasikan dan dlkoordma81kan kepada

o Gubernur dan Menterl yang menyelenggarakan urusan pemenntahan bidang

i kepanmsataan
Bagian Kedua
Arah Pembangunan Kepanmsataan Daerah

ST Pasal 6

o , 'Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah mehputl ‘ , ;
a pembangunan kepariwisataan dengan berdasarkan pr1n31p Pembangunan'
Kepanmsataan yang berkelanjutan ‘ '

E ; ib; pembangunan kepanw1sataan beronenta31 | pada upaya ‘ pemngkatan ‘

4pertumbuhan, peningkatan kesempatan kelja pengurangan kermskman,
: ' serta pelestarian lingkungan; | ,

| c pembangunan kepammsataan Kabupaten Boalemo dllakukandengan tata
: 'vkelola yang baik; ‘ ‘

: : ,i:'dy."pembangunan kepanWlsataan secara terpaduhntas sektor hntas daerah dan o ;

hntas pelaku; dan A , «
e pembangunan kepanmsataan dengan mendorong kermtraan sektor pubhk e

g dan privat.

Pasal 7

o 'Arah pembangunan Kepanmsataan Daerah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal‘ o

- ,6 men_]adl dasar arah kebl_]akan strategl, dari 1nd1ka31 program dari setlap , :

& ‘f komponen pembangunan Keparlmsataan




BAB III
| ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

'BagianKesdtu
. Umum

Pasal 8

= Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah mehputl

o oao pe -

perwﬂayahan Destinasi Panmsata Daerah;

fpembangunan Daya Tarik Wisata; ;

' pembangunan fasilitas umum pariwisata;
pembahgunan aksesibilitas dan / atau transportasi' ‘
pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan |

- pengembangan investasi d1 bidang Pariwisata.

A Bagmn Kedua
Perwﬂayahan Destmas1 Panwxsata Daerah

Pasal 9

: | Perwﬂayahan Destxna31Panmsata Daerah mehputl

a. kawasan Pariwisata Daerah dan

b. kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

: Pasal 10 ‘
(1) Kawasan Panmsata Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
~ ditetapkan dengan kriteria: | | |
L - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan Wﬂayah Kabupaten , o

~dan / atau lintas Kabupaten yang d1 dalamnya terdapat Daya Tarik Wlsata
‘ Daerah : - | , | ‘ ,
6 mem111k1 Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan d1kena1 |

S luassecarareglonal nasmnal dan/ atau mtemasmnal serta membentuk

Je_]armg Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan

pola kunjungan Wlsatawan

mem1hk1 kesesualan tema Daya Tank Wlsata yang mendukung penguatan'

daya saing;

‘memlhkl dukungan _]e_]anng akse51b111tas dan mfrastruktur yang v

mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepanmsataan, dan

memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.




, (2) Kawasan Strategls Pariwisata Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9 e
B ihuruf b dltetapkan dengan kriteria: ‘ :

a. memlhkl fungsi utama Pariwisata atau potenSI Pel‘lgembangan Pariwisata:

b, :memlhkl sumber daya Pariwisata poten31a1 untuk menjadi Daya Tarik
~ Wisata unggulan dan memiliki citrayang sudah dikenal secara luas; O

memiliki poten81 pasar, baik skala nasional maupun mtemasmnal

d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak mvcsta31, |
e.” memiliki loka81 strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan
 wilayah; i , o | , '
: : f memiliki fung31 dan peran strategis dalam menjaga fung31 dan daya
. dukung lingkungan hidup; SR
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestanan dan
;, pemanfaatan aset budaya; o
h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat
1 memiliki kekhususan dari wilayah; ‘ ,
J ‘berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wlsatawan utama dan pasar

Wisatawan potensial Daerah, nasional maupun mternatlonal dan

L o k ‘ mem1hk1 potenS1 kecenderungan Daya Tank Wlsata masa depan ey

, Pasal 11 :
’ " Pembangunan perwﬂayahan Kawasan PanWlsata Daerah dan Kawasan Strategls
f‘:Panw1sata ‘Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dllaksanakan secara
| bertahap dengan kriteria: ' ~ LAl
- a.‘v memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang s1ap untuk d1kembangkan |
0 b memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategls :
| l c. mermhkl posisi strategls sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan
o f::Kepanw1sataan di wﬂayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun
| nasional; S , o
S d. - memiliki potensxkecenderungan Daya Tarik Wlsata masa depan,
: ’e'. ‘memiliki kontribusi yang 31gn1ﬁkandan/ atau prospek yang pos1t1f dQM‘
Sieh menank kunJungan Wisatawan mancanegara dan Wlsatawan nusantara
S dalam Waktu yang relatif cepat EEE

- f f ;~menuhk1 citra yang sudah dikenal secara luas, e
k g :'mem1hkl kontnbu31 terhadap pengembangan keragaman Daya Tarlk Wlsata d1

| Daerah; dan ‘ ‘ ' S e
h 'mexmhkl keunggulan daya samg nasmnal dan mtcrnasmnal -




. BagianKetiga |
- Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 12

g Pembangunan Kawasan Pan\msata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata

it Daerah mehput1

S (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagalmana dunaksud dalam Pasal 8

L a. perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan
- Strategls Panmsata Daerah; | | |
~b. penegakan regu1a31 pembangunan Kawasan Pammsata Daerah dan Kawasan
. "Strategls Pariwisata Daerah; dan , '
c. pengendahan nnplementa31 pembangunan Kawasan Panvnsata Daerah dan
Kawasan Strategls Panmsata Daerah
E a1 o
S (1) Strateg1 untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan
Kawasan Strategls Panmsata Daerah sebagalmana dimaksud Pasal 13 huruf
a mehputl |
4 a menyusun ‘rencana mduk dan rencana detall pembangunan Kawasan
e Panmsata Daerah’ dan Kawasan Strategls Pariwisata Daerah; dan
b menyusun rcgu1a31 tata bangunan dan tata hngkungan Kawasan
, : 'Parlmsata Daerah dan Kawasan Strategls Pariwisata Daerah.
(2) Strateg1 untuk penegakan regulaS1 pembangunan Kawasan Parmnsata Daerah‘
‘ SR dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagamlana dlmaksud dalam'
S 5 Pasal 13 huruf b dilakukan melalui momtorong dan pengawasan.
’ (3) Strategl untuk pengendahan unplementa31 pembangunan Kawasan Panmsata
 |Daerah dan Kawasan Strategis Panmsata Daerah sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 13 huruf c dllakukan melalui peningkatan koordlna31 antara
| Pemenntah Pemermtah Daerah,pelaku usaha, dan masyarakat

Bagian Keempat |
Pembangunan 'Daya' Tarik Wisata

Pasal 14

huruf b mehputl pengembangan dan pernbangunan
oA Daya Tank Wlsata Alam; i

b.: Daya Tarik Wisata Budaya; dan | ;
| j c. Daya Tarik Wisata Has11 Buatan Manu31a




(2) Arah kebljakan pengembangan Daya Tarik Wlsata sebagmmana dimaksud

' ayat (1) meliputi:

a.

: penntnsan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong' ,
‘pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;

pembangunan Daya Tank Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya

. samg dan daya tarik dalam menarik minat dan onahtas segmen pasar*h -

yang ada;

pemantapan Daya Tarik Wisata untuk menmgkatkan daya saing, daya
tar1k dalam menank kunJungan ulang Wlsatawan dan segmen pasar yang
,1eb1h luas, dan ,

v revitalisasi Daya Tank Wisata dalam upaya peningkatan kualitas,
: keberlanjutan daya saing dan daya tank pada Kawasan Pariwisata

 Daerah.’ | |
(3) Arah kebljakan pembangunan Daya Tarik Wisata scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kebljakan pengembangan

i a. Kawasan W1sata (SKW) alam danau, mehputl Danau Terata1 d1 Kecamatan ;

: Mananggu L .
- Kawasan Wisata (SKW) ‘Alam Pegunungan/ Hutan, meliputi: Wisata alam
_air terjun Ayuhulalod1 Kecamatan Tilamuta, Air terjun Dulamayo dan air

~ terjun Tenilo di Kecamatan Tllamuta Taman Polohungo d1 Kecamatan

Dulupi, Air texjun Tangga Barito di Kecamatan Dulupl, Air Panas,
. ’Dulangeya, Hutan Nantu di Kecamatan Wonosari; ' | =
‘Kawasan Wisata (SKW) alam laut, yang meliputi: Kawasan Panta1 Indah:

Bolihutuo di Kecamatan Batum01to, Taman Laut Pulau Monduli di

Kecamatan Botum01to, Pulo Cinta (Pulau Tanggulo mato) di Kecamatan - ,‘

2 . Batum01to Pulau Asiangi di Kecamatan Tilamuta, Pulau Mohupomba daa,

o Mohupomba Kiki di Kecamatan Tilamuta, Taman laut Pulau Limba, Teluk - =

Bubaa di Kecamatan Paguyaman Panta1 Pantai Langala, Pantai Keramat S

Pantai Batu Buaya, Pulau Pasir Putih termasuk 23 Pulau,

. Kawasan Wlsata (SKW) Budaya, yang mehputx Panmsata Kawasan o
' Perkampungan Etms Suku BaJo, dan Etms lamnya

Kawasan Wisata (SKW) ‘buatan, yang mehputl Kolam Renang di -
Kecamatan Tilamuta, Waterpark Panta_l Indah Bohhutuo d1 Kecamatan~ ‘

- Botumoito. .




o o : Pasal 15 o
‘ Arah kebljakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagalmana dnnaksud dalam o

fa Pasal 14, dﬂaksanakan berdasarkan prinsip keselmbangan antara upaya

o , pengembangan manajemen destmas1 untuk menmptakan Daya Tank Wisata

i berkuahtas dan berdaya samg, ‘dan pengembangan upaya konserva31 untuk L

S nmenjaga kelestarian dan keberlan_]utan sumber daya Parlmsata

| ‘ Pasal 16 | , ~ | ,
(1) Strateg1 untuk pengembangan Daya Tank Wlsata Alam sebagaimana , |
" dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dengan cara: i
é mengembangkan Daya Tank Wisata baru di berbagal Kawasan PanWIsata
‘ dan

b memperkuat upaya pengelolaan Daya Tank Wisata dan hngkungan

| (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tank Wisata sebagalmana d1maksudk"  1 E

= dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dengan cara:- 7 ,
a mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitaé Daya Tarik

Wlsata untuk mcndorong akselerasi perkembangan Kawasan PanWlsata i

Daerah dan ‘;

b memperkuat upaya konserva81 potensi Daya Tarik Wlsata dan hngkungan : By

 dalam mendukung intensifikasi;

5 '(3) Strategl untuk Pemantapan Daya Tank W1sata sebagmmana dirnaksud dalam '

Pasal 14 ayat (2) huruf c, dengan cara S S
‘a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tank Wisata; dan

i - b 'memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konserva51 potensi Daya L
‘Tank Wlsata dan hngkungan dalam mendukung d1ver31ﬁka31 Daya Tank .

e -~ Wisata. Ea , |
(4) Strategi untuk rev1tahsas1 Daya Tarik Wlsata sebagalmana dnnaksud dalam7" |
~ Pasal 14 ayat (2) huruf d, dengancara o | b

a. rewtahsa51 struktur, elemen dan akt1v1tas yang menjadl penggerak
| _keglatan Kepariwisataan; ‘ ‘ o
b «fmemperkuat upaya penataan ruang Wllayah dan konserva51 poten81 Daya_
| Tarik Wisata dan lmgkungan,dan e :
o memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wlsata berba31s 'budaya ’

~ dan sejarah.




| Bagian Kelima
Fasilitas Kepariwisataan

Pasal 17

Arah kebuakan pembangunan Fasilitas Kepammsataan meliputi:

L a

‘pembangunan Fasilitas Kepanvvlsataan dalam mendukung penntlsan"b

pengembangan Kawasan Panmsata

.,'pemngkatan ‘ kuahtas Fasilitas chanmsataan yang : mendorong u
'rpertumbuhan, meningkatkan kuahtas dan daya saing Kawasan Pariwisata;
c _pengendahan pembangunan Fasilitas KepanWlsataan bagl Kawasan |
e Panmsata yang sudah melampam ambang batas daya dukung, .

~ Pasa118 e

 (1) Strategl pembangunan Fasilitas KepanWlsataan dalam mendukung permtlsan

pengembangan Kawasan PanWlsata sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17 e
huruf a, dengan cara: ‘ ' o 5
a memngkatkan pembenan ‘insentif untuk pembangunanfasﬂltas Parivirisata ’

- dalam mendukung permtlsan Kawasan Pariwisata; ' '

i b menmgkatkan fasﬂlta31 pemerintah untuk pengembangan fasﬂltas

. pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta;

— merintis dan pengembangan fasﬂltas umum dan fasilitas umum ﬁsxk dasar‘ b

untuk mendukung kesiapan Kawasan Panmsata dan menmgkatkan daya :

saing Kawasan Pariwisata; dan

(2) Strategi peningkatan kuahtas Fasﬂltas Kepanmsataan yang. mendorong» :

ffpertumbuhan, memngkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Panmsata |
' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan cara i
'mengembangkan ' L -

- a berbaga1 skema kemitraan antara Pcmenntah Daerah dan swasta

 ' 'b. berbaga1 skema kemandlrlan pengelolaan, dan

~.C. Fasilitas Kepariwisataan yang memenuhl kebutuhan Wlsatawan

fberkebutuhan khusus.

  (3) Strateg1 pengendahan pembangunan Fasﬂltas Kepanmsataan bagi kawasan-"'

kawasan Pariwisata yang sudah melampam ambang batas daya dukung

‘ sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, mehputl

a mengembangkan regu1a31 pembatasan penjman untuk menjaga daya '
dukung hngkungan, ’




e undangan

T Penanggung Jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan stratcgl dllakukan "

S fungsmya

b menegakkan peraturan perundang—undangan, dan
¢ memngkatkan penerapan dlsmsentlf untuk pembangunan fasﬂltas

Panw1sata

S Pasal 19 , S
. Pemenntah Kabupaten membenkan insentif dan dlsmsenuf dalam pembangunan
‘ Fas1htas Kepanmsataan sesua1 dengan ketentuan peraturan pcrundang— -

- Pasal 20

oleh Satuan Orgamsa81 Perangkat Daerah (SOPD) sesual dengan keterkaltan

Bagian Keenam
Pembangunan Aksesibilitas danl atau Transportasx Pariwisata

Pasal 21

o Arah kebljakan pembangunan aksesibilitas dan / atau transporta31 Panmsata ‘

. mehput1 pengembangan

o a modatransporta31 dalam mendukung pengembangan Pariwisata;

i i b prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Panvvlsata dan

o . C. 31stem transporta31 dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 22

o  (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasl dalam mendukung

: PCngembangan Pariwisata sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,
i dengan cara mengembangkan moda transportasi: i =
 a. darat dan penyebrangan yang nyaman dan aman dlsepanJang kondor‘?‘

‘ Pariwisata utama; ' :
b ‘perkeretaaplan yang nyaman dan aman sebagal pendukung pembangunan

Kepariwisataan; i : '

- c ‘udara yang nyaman, aman, dan memenuh1 kebutuhan penerbangan

B ‘mternasmnal sebagalk gerbang utama Panmsata ‘untuk mendukung

pembangunan Kepariwisataan; i | B

: d penunjang pengembangan bandar udara yang nyaman dan aman;

iy ‘e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandar udara yang nyaman

- dan aman;




f
9

fasﬂlta81 sarana pedestnan, dan

fasﬂ1tas1 sarana bagi Wlsatawan penyandang dlsabehtas

(2) Strategl untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung :

pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana tranportas1 ‘

Cal
b

darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama ‘

perkeretaaplan yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan‘ S

o Kepanmsataan

. udara yang nyaman aman, ‘dan memenuhi kebutuhan penerbangan -

'mternasmnal sebaga1 gerbang utama Pariwisata untuk pendukung‘

pembangunan Kepammsataan,

penun_]ang pengembangan bandar udara mternasmnal sebagal gerbang

utama Pariwisata;dan

penghubung antara Daya Tank W1sata dan Bandar Udara yang nyaman'

dan amarn.

(3) Strategl untuk pengembangan 31stem transporta31 dalam mendukung

pengembangan Pariwisata Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 21

b o 'huruf (o dengan cara mengembangkan sistem tranportas1

- a
b.

darat yang nyaman dan aman di sepanjang kondor PanWlsata utama, ,

: perkeretaaplan yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan o
“Kepariwisataan, f e | v : ‘
. udara internasional sebaga1 gerbang utama PanWlsata untuk pendukung.: Ty

pembangunan KepanWlsataan

. ,penunJang pengembangan bandar udara lnternasmnal sebaga1 gerbang l
2 utama ‘Pariwisata;dan : (!

terpadupenghubung antara Daya Tank Wxsata dan Bandar Udara

: Bagian Ketujnh |
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 23

Arah kebgakan pemberdayaan masyarakat melalm Kepanmsataan mehputl

a. penmgkatan kapa81tas dan peran masyarakat dalam pembangunan b1dang

- Kepanvmsataan

b penmgkatan usaha ekonomi masyarakat d1 bldang kepanmsataan, dan

c penguatan kesadaran wisata masyarakat




Pasal 24

(1) Strategl untuk pemngkatan kapasu:as dan peran masyarakat dalam

e pembangunan bldang Kepanmsataan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 23,
’ '-*_.hurufa dengan cara: | . 5
E ',‘a mengembangkan ~ keterlibatan mas‘yarakyajt, . dalam S

pengembangankepanvmsataan dan

’ 'b menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pcngembangan panmsata
(2) Strateg1 untuk penmgkatan usaha ekonoml masyarakat di b1dang .

kepanvmsataan scbagalmana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, mehpuu

oA memngkatkan kapasitas dan keahlian serta produk layanan usaha:f :

SN ekonorm masyarakat di bldang panmsata dan

- b. mengembangkan regulas1 ~_yang beronenta31 untuk mendorong

}’ perkcmbangan usaha ekonomi yang dlkembangkan oleh masyarakat lokal

(3) Strategl untuk penguatan kesadaran msata rnasyarakat sebagalmana :

. dlmaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi: SN :
a. menmgkatkan pemahaman dukungan dan partls1pa31 masyarakat dalam
1 mewu_]udkan sapta pesona bag1 termptanya iklim kondus1f kepanmsataan o

T setempat ‘dan

a

b memngkatkan motlvas1, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam

, : mengenah dan mencintai alam dan budaya daerah.

Bagian'Kedelapan -
Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata

- Pasal 25

S Arah kebl_]akan pembangunan mvesta31 di bldang panw1sata mehputl

penmgkatan insentif mvesta31 di bldang panmsata sesuai dengan peraturan

‘perundang—undangan,
. pemngkatan kemudahan mvestas1 d1 bldang pariwisata; dan

‘pe‘nmgkatan promosi investasi di b1dang pariwisata;

Pasal 26

~ (1) Strategi untuk penmgkatan insentif investasi di bidang | pariwisata b
_‘sebagmmana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara memngkatkan

a. tpembenan kennganan pa_]ak secara gradual untuk investasi penanaman ‘

‘modal asmg dan modal dalam negeri di sektor panmsata

b perbalkan jasa pelayanan paJak untuk investasi penanaman modal asing

dan modal dalam negeri disektor parmnsata dan

c. respon positif masyarakat untuk menc1ptaka_n iklim investasi yang sehat.




(2) Strategl untuk pemngkatan kemudahan investasi d1 bldang pariwisata

sebagannana dlmaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan cara

mengembangkan v
a deb1rokrat1sas1 investasi di bidang parmnsata dan

b. deregulasa peraturan yang menghambat perizinan.

(3) Strategl untuk pemngkatan promosi mvesta31 di bldang panmsatai o

; sebagmmana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan cara:

o a. 'menyedlakan informasi peluang mvesta81 di kawasan panvnsata

o 'b._ meningkatkan prom031 investasi bldang parlmsata di dalam negen dan

luar negeri; dan

c : memngkatkan smerg1 promosi penanaman modal bldang panmsata |

. a

- dengan sektor terkait. -

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN
‘ -~ PARIWISATA DAERAH ' '

Pasal 27

i g Arah kebljakan pcmasaran panvmsata daerah dllaksanakan melalm,
~ pemetaan, analisis peluang pasar dan permtlsan pemasaran ke pasar
' potensml ‘ :
pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmenrf
ceruk pasar dalam mengoptlmalkan pengembangan destmam panvvlsata dan‘ L
fdmamlka pasar global; e
.fpemantapan segmen pasar msatawan massal dengan fokus pengembangan"\
t’ segmen keluarga dan komumtas / trad131 budaya, i
. "pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destmam panmsata -
pengembangan citra kepanmsataan daerah sebaga1 destinasi panvwsata yahg" el
- aman, nyaman dan berdaya saing; L
pemngkatan peran media komumka31 pemasaran dalam memasarkan dan
'mempromomkan wisata; ‘ | ol
. *pengembangan kemitraan - pemasaran | yang ' terpadu, sinergis, 7 .
‘berkesinambungan dan berkelanjutan | A
. fpendukungan kebljakan promosi penggerak msatawan, dan

: pengembangan Badan Promosi Panw1$ata Daerah




Pasal 28

(1) Strateg1 untuk pemetaan, anah31s peluang pasar dan permtlsan pemasaran
: ke pasar potenswl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan ‘

- cara:

a.

melakukan anahs1s, penetapan dan pengembangan pasar potensml

o ,vnsatawan nusantara dan manca negara,

~merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk

target pasar potens1al berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;

melakukan penntlsan pemasaran terpadu antar mdustrl dan antar

kawasan, dan

. 'melakukan permhsan pengembangan citra panmsata dengan mengangkat‘
; keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah

(2) Strateg1 untuk pemantapan segmen pasar . Wlsatawan massal dan ’_

pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptlmalkan pengembangan

il destlna81 pariwisata dan dinamika pasar global sebagalmana dlmaksud dalam' ,

~ Pasal 27 huruf b, dengan cara :

a

b
- d

mengembangkan program pemasaran dan prom031 untuk memngkatkan

1 pertumbuhan segmen ceruk pasar;
,mengembangkan promosi berbasis tema tertentu

‘akselerasi pergerakan msatawan, dan

intensifikasi pemasaran wisata yang dlselenggarakan oleh sektor lain.

(3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wlsatawan massal dengan fokus

; vterhadap pengembangan segmen keluarga dan komumtas/ trad181 budaya, e

pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan :

: & ’segmen ‘wisata sebagalmana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara:

- a

- ao |

g." : : ,
(4) Strateg1 untuk pengembangan dan pemantapan citra daerah sebaga.l destmasr o

S “mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis kornumtas
o | i

- liburan dan w1suda

mengoptimalisasi segmen kunjungan teman dan rela31 terutama saat o

‘merevitalisasi dan mendiversifikasi produk wisata bag1 msatawan,
membenkan insensif khusus wisata bagi wisatawan;.

mengakselera31 program-program promosi wisata secara lebih terfokus, e L

engembangkan promosi berba31s tema tertentu; dan o

memngkatkan publikasi prom031 panmsata

panw1sata sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dengan cara:

,a
“b

mengembangkan dan memantapkan pos1t10n1ng, dan

mengembangkan program perlmdungan hak—hak konsumen




) '(5) Strategl untuk pengembangan citra kepariwisataan daerah-sebagai destinasi
pan\msata yang aman, nyaman, dan berdaya samg sebagaumana d1maksud'f
~dalam Pasal 27 huruf e, dengan cara menmgkatkan kehadiran medla dalam‘ .
o rangka meningkatkan citra positif pariwisata. |
'(6) Strateg1 untuk penmgkatan peran media komumkas1 pcrnasaran dalam
P memasarkan dan mempromosikan msata sebagmmana dunaksud dalam
| Pasal 27 huruf f, dengan cara: ‘
" a. mengoptlmahsas1 pemanfaatan media kornumka31 pemasaran, baik media
| cetak maupun media elektronik; ‘
b, mengembangkan E-Marketing; R ,
- c ‘memngkatkan kehadlran media dan dalam rangka memngkatkan citra
S pos1t1f pariwisata; ‘ :
| d public relation dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagal
e | mekanisme mendatangkan kun_]ungan dalam jumlah besar; dan
e. public relation dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam

‘ '(7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, SlIlCl'ng,

berkesmambungan dan berkelanjutan sebagaunana yang dunaksud dalam o

Pasal 27 huruf g, dengan cara: o
a. mengembangkan ketcrpaduan' ‘sinergis  promosi antar pemanvgku' ;

kepentmgan panwxsata daerah;

b ‘mengembangkan strategl pemasaran berbas1s pada pemasaran yang o

bertanggung jawab, yang. menekankan tanggung jawab terhadap g
~ masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan i
c. memfasmta31 pembentukan organisasi pengembangan destinasi.
5 (8) Strategl untuk pendukungan kebl_]akan promosi penggerak Wlsatawan, :
sebagmmana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h mehputl ' |
- L a. memberlakukan 5 hari kerja; dan

- g b rnenyelenggarakan berbaga1 program pendukung penerapan cut1 bersama' et |

oleh pemenntah pusat.

‘ (9) Strategi untuk pengembangan " Badan = Promosi Pariwisata Dasiahi

i o sebagannana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, adalah mengembangkan L |

Badan ‘Promosi- Panvvlsata Daerah sebagai lembaga prom081 dan pemasaran "

S p_anmsata




- ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI
ARIWISATA DAERAH ‘

Pasal 29

g ;Arah kebljakan pembangunan Industri pariwisata, meliputi:
B - a. peningkatan kualitas dan keragaman produk—produk usaha panw1sata

b. pemngkatan fasilitasi, regulas1, dan msentlf untuk pengembangan usaha

: parlmsata

i c. penguatan struktur usaha parmnsata dan

o d penguatan kermtraan usaha pariwisata dan usaha m1kro kecil dan menengah
 dalam mendukung usaha kepariwisataan. - ' '

4 | Pasal 30 |
L (1) Strateg1 untuk pemngkatan kualitas dan keragaman produk—produk usaha
L pammsata sebagalmana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
a. memngkatkan daya saing usaha panmsata dan ’

b menc1ptakan iklim usaha yang kondusif; S T
- (2) Strateg1 untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk

pengembangan usa.ha panmsata sebagalmana dimaksud dalam Pasal 29 A

e huruf b, dengan cara meningkatkan:

‘a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pan\msata 7

_ b. sistem dan skema regula31 untuk usaha pan\msata dan

- c penggunaan ‘teknologi mforma31 dalam usaha—usaha d1 kawasan i

| 4 panw1sata e ‘ - '

'1(3) Strateg1 untuk penguatan struktur usaha parnmsata sebagmmana d1maksudr |
dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara ' ‘ ‘

‘a. memfasilitasi pembentukan orgamsam industri panvmsata dan

b memperkuat mata rantai pcnc1ptaan nilai.

. iy . (4) Strateg1 untuk penguatan kemltraan usaha pariwisata sebagannana

dunaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan cara mengembangka.n
a pola—pola kerjasama mdustn lintas sektor;

b pola—pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan ~ : e
c usaham1kro kecﬂ dan menengah dalam mendukung usaha kepanmsataan .




 BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN ‘
| KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatn

Umum '

DI Pasal 31
) ; Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah mehputl
Ca pengembangan orgamsa31 keparmrlsataan, dan

‘ b pembangunan sumber daya manusia parmnsata

, Baglan Kedua :
' Pengembangan Orgamsas1 Kepanwisataan ‘

Pasal 32 '

Arah kebijakan pengembangah organisasi kepaﬁwisataan sebagaimana

S 'dlmaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:

restrukturlsa31 dan rep03151 orgamsas1 keparrWlsataan di Daerah
ﬁoptlmahsa31 koordma31 antar dmas dengan Pemerintah Daerah

'optlmahsam orgamsa81 keparmnsataan swasta dan masyarakat di daerah dan E

g 97 o o 's»‘

ioptlmahsam kemltraan usaha panw1sata antara Pemermtah Daerah swastak' o
dan masyarakat ‘ ‘

v - Pasal 33 , :

‘, (1) Strategl untuk restrukturisasi dan GCOSlSI orgamsa51 kepanmsataan d1
‘daerah sebagannana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dﬂaksanakan melalm 7
» I‘CpOSlSl urusan panmsata di hngkungan Pemerintah Daerah. ;
- (2) Stratcgl untuk optimalisasi koordma81 antar dinas dan dengan Pemenntah o
" Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dllaksanakan melalul |
perencanaan partlS1pat1f koordmas1 lintas sektor; 5

7 (3) Strategi untuk optimalisasi orgamsa31 kepanmsataan swasta dan masyarakat
Lk sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan cara ’ ,
e , a menguatkan peran serta swasta dalam memngkatkan akscleras1 o
5 pembangunan kepariwisataan melalu1 kemitraan swasta dan Pemenntah“ o
| - Daerah; dan ; , \ o
B b mengembangkan dan rev1tahsas1 orgamsa51 masyarakat di bldang

panWlsata

P




(4) Strategl untuk optxmahsam kemltraan usaha pammsata antara Pemermtah
: Daerah swasta dan masyarakat sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 32
huruf d, dengan cara: ‘ : ' S

. a. memperkuat smkromsa31 antara Pemenntah Daerah swana, ~dan-
| i masyarakat; dan
b mernperbalkl pelayanan kepada swasta dan masyarakat

| Bagian Ketiga .
~ Pembangunan Sumber DayaManusia Pariwisata

Pasa.l 34
| ,Arah kebl_]akan pembangunan sumber daya manusm parlmsata sebagaimana

o ~ dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, mehput1

a. ‘opt1mahsas1 dan akselera31 kompetens1 sumber daya manusia di tingkat
~ Pemerintah Daerah; :

g b.. ‘akselerasi kualitas institusi pendldlkan kepanmsataan

“¢c. ,standansam dan sertifikasi tenaga pend1d1k dan
d. v"opmnahsam kuantltas dan kualitas sumber daya manusia panWlsata

Pasal 35 j

| (1) Strategl untuk optlmahsam dan akseleras1 kompetenm sumber daya manu31a"

. Pemerintah Daerah sebagmmana dunaksud dalam Pasal 34 huruf a, dengan :
L0 cara: : ISV ' »

a. optlmahsas1 kapa31tas sumber daya manusia d1 daerah; dan ‘

b. pemetaan kuahfikas1 kompetensi profesi di bldang pamvlsata

o (2) Strategi untuk akselerasi kuahtas institusi pendidikan kepanmsataan e

- sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan cara:
' a. penguatan institusi pendldlkan panWlsata dan S |

b pengembangan kcqasama antara mstltu31 pendldlkan dan mdusm" . ‘

. panWlsata 7
. (3) Strategi untuk standarisasi dan sertlﬁka81 tenaga pendldlk scbagalmana L
dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan cara: ‘

a sertlﬁkas1 profem tenaga pend1d1k guru atau dosen dan ;
b. akselera31 kualitas pendidik keparmnsataan L , ,
o ‘(4) Strategl untuk opt1mahsas1 kuantitas sumber daya manusia panw1sata L
| sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dengan cara: .

a. perancangan Jangka panjang kcbutuhan sumber daya manusia pariwisata;




o b. ~pemetaa_n dan pengadaan sumber daya manusia d1 ’uap—tlap kawasan .
wisata; dan , - ’ e
c. sertifikasi profesi di bidang kepaxiwisataan.

| INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN VDAERAH‘ S

 Pasal 36

, (1) Ind1ka31 prograrn pembangunan KepanWlsataan Daerah dalam Jangka waktu g |
2017- 2032 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e tercantum : v

dalam Lamplran lyang merupakan baglan tidak terplsahkan dari Peraturan ;

Daerah mldan dllaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan

_]angka menengah daerah. , ; o
(2) Dalam pelaksanaan mdlkam program pembangunan kepanWlsataan daerah
| ’ sebagalmana dimaksud pada ayat (1), penanggun.awab dldukung oleh‘
s ; dmas/ lembaga terkalt lamnya dan Pemermtah Daerah.

1 ;,}‘4(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepanmsataan daerah

sebagalmana d1maksud pada ayat (1), dapat d1dukung oleh dunia usaha dan
masyarakat

 BABIX |
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
: e - Pasal 37 ;
e (1) Pemenntah Daerah melakukan pengawasan dan pengendahan pelaksanaanj
RIPPARDAKabupaten : T

(2) Pengawasan dan pengendallan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
: dllakukan dengan cara: '

   a’ koordinasi lintas sektor ‘dan lintas‘ pemangkli kepentingan dalam
pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten dan ‘

b ‘pendataan dan inventarisasi potensi “dan permasalahan di bidang
kepanw1sataan yang mencakup destinasi pan\msata pemasaran

‘ panWlsata industri panmsata dan kelembagaan kepan\msataan




| BAB X ‘
i KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan « ,
Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan‘
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo

Dltetapkan di Kabupaten Boalemo
pada tanggal 26 Maret 2019

DARWIS MORIDU

. Diundangkan di
‘ 'Pada Tanggal
| SEKERTARIS DAERAHKABUPATEN BOALEMO

~ HUSAIN ETANGO

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR })
o NdREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (1/6/2019)




PENJELASAN
ATAS

" PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2019 |

TENTANG
'RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
'KABUPATEN BOALEMO |

L UMUM
Panmsata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah,

Selam sebagal penggerak keglatan ekonomi perkotaan panmsata merupakan
. sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata Juga menjach strategl dalam -

‘ ‘mewujudkan daya samg perekonorman Daerah.

; ‘ Pérkembéngan pariwisata Daerah yang cepaf dan pesat membutuhkan ©
o péfencanaan’ dan pengcndaﬂian yang terpadu dan siricrgis dengan sektof |
. pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal
dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009” |
i tentang Kepariwisataan, pasalr 8 telah mengamanatkan’ égar pembangunan
i kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat ’kabupaten'/kota;

| . dalam bentuk -Rencana Induk Pembangunan KepariWisataan Daerah -

(RIPPARDA) Lebih lanjut dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk
e sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8, chatur dengan Peraturan Daerah
- kabupaten [kota sesua1 dengan tingkatannya.

| RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepanmsataan o

daerah yang memberikan arah kebgakan, “strategi dan program yang perlu
: dllakukan oleh para pemangku kepentmgan terkait untuk mencapal visi, misi,
E dan tujuan - pembangunan kepanmsataan RIPPARDA mencakup aspek

. pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pammsata

ji fpembangunan pemasaran panmsata dan pembangunan kelembagaan'

kepariwisataan. Leblh ~ lanjut _]uga disebutkan  bahwa RIPPARDA'V :

S kabupaten/kota dlatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/ kota untuk

membenkan payung hukum yang kuat bagl pelaksanaan RIPPARDA. |

:




& PentirignYa RIPPARDA Daerah sangat erat dengan . pehtirignya perah o
- sektor panWlsata Daerah yang sangat dlsadan oleh berbagau pihak. Panmsata o
kd1harapkan dapat menjadi salah satu alat untuk memngkatkan kesejahteraan :

. masyarakat, sekallgus kelestanan daya tank wisata, serta hngkungan dan

‘, ’budaya masyarakat Daerah.  Mengingat kompleksﬂ:as pembangunan i

' kepanmsataan daerah, d1per1ukan perencanaan yang tenntegram antarsektor

| dan antarpemangku kepentmgan kepanmsataan Daerah untuk mewu_]udkan -

~ tujuan tersebut.
oom PENJELASAN'PASAL DEMI PASAL

‘Pasal 1 : , : TEh
Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang dlgunakan dalam o

- Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertlank 3

~ tentang istilah sehmgga dapat dlhmdan kesalahpahaman dalam |

, penafsuannya
Pasal 2

Hurufa : ;

Pembangunan dke"srtir’lasi pariwisata, meliputi‘ pémbefdayaan -

masyarakat, pembaingunan daya tarik wisata, pembangunan

prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan

fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
Hurufb o

Pembangunan pemasaran parmnsata mencakup pemasaran

k,parnmsata bersama, terpadu dan berkesmambungan dengan

: kr‘n’ehbatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran
yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia |

sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf ¢ |

Pembangunan industri pariwisata, méliputi pembangunén’

struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, e

- daya saing produk pariWiSata kemitraan usaha pariwisata" S

’ kredibilitas blSI‘llS, serta tanggung _]awab terhadap lingkungan
© alam . dan  sosial T budaya




Hurufd

‘ Pembangunan

pengembangan orgamsas1

kelembagaan

kepariwisataan

‘mencaklip
Pemermtah Pemenntah Daerah

swasta dan masyarakat pengembangan sumber daya manusm |

S regulas1 serta mekamsme opcrasmnal d1 bldang kepanmsataan

 Pasal 3
. Cukup jelas.
V' ‘Pasal 4

Cukup _]elas. ;

| ”Pasals

Cukup jelas.

: | PaSal 6

Cukup Jelas ,

~‘Pasa17

Gl l Cukup jelas
| ‘Pasal 8
. Cukup jelas.

 Pasal 9

Cukup jelas. .

. Pasal 10
- Cukup Jelas
Pasal 11

- Cukupjelas
. Pasal 12

 Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas |

k Pasa] 14

- Cukup _]elas.

~Pasal 15

Cukup jélas. o

Pasal 16

Cukup jelas  ; ‘




Pasal 17 - |
7 cu;mpja;s*
Péséi 18

,, Cukuio jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal20
| 41'Cukup jelas
Pasa121 '

| Cukup jeias
PaSal 22 |
Cukup jelas
Pasal 23

’ Cukup jelaé
Pasal 24
| Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26
5 Cukup jelas
’Pa‘saly 27
. Cu‘kvup‘jela"s
Pasal 28
Pasal 20

~ Cukup jclas




Pasal 30 | |
Cukup jeiés

| ?asal 31

Cukup jélas

_Pasal 32

S ”;Cukupjelas

Pasal 33
s _‘Cukupjelas L
5 Pasal 34

- Cukup jelas

Cukup j‘elasv’
" ?asal 36

Cukup jeias‘
4"}Pasa1 37
jCUKl.leelaS |
‘P‘;Pasél‘é»S S

Cukup jelas
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